
. 1 · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistern 
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 1992 nomor 46, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3478), 

2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, 
Tambahan Lembaran Negara Republik.Jndonesia Nomor 3656), 

3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perhndungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Nomor 3821 ), 

4 Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun. Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 
Jarnbi dan Kabupaten Taruunq Jabung Timur (Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia· Nomor 3903), 
sebaqaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun 
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jarntn dan Kabupate~ 
Tanjunq Jabung Timur (Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 3969), 

· a bahwa dalam upaya mendukung keberhasuan program 
ketahanan pangan maka perlu pemnqkatan produksi pertarnan 
yang tidak terlepas dan ketersediaan dan penggunaan Pupuk 
dan pestrsrda, 

b bahwa penggunaan Pupuk dan pesnsida sebaqarnana 
dirnaksud pada huruf a bertujuan untuk mehndung1 dan 
mensejahterakan masyarakat serta mehndung1 sumber-sumber 
kekayaan alam, 

c bahwa untuk memenuh1 maksud pada huruf a dan b d1 atas 
perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga 
Eceran Tertrngg1 (HET) Pupuk Bersubsldi untuk sektor Pertanian 
Tahun Anggaran 2013. 
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5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Sadan Usaha 
M1hk Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 4297), 

6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3821 ), 

7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan 
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Nomor 4437) sebaqairnana telah drubah beberapa kah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan ke dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844), 

8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan 
Keuangan antara Pemenntah Pusat dan Pemenntahan Daerah 
(Lembaran Negara Redpubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 

9 Undang-Undang No 18 Tahun 2009 Peternakan dan Kesehatan 
Hewan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 
No 84, tambahan lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 
5015), 

10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, tambahan 
lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4023); 

11 Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk 
Budidaya Tanaman (lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 4079), 

12 Peraturan Pemenntah Nomor 68 Tahun 2002 tentang 
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 4254), 

13. Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembaqian Urusan Pemenntah Antara Pemenntah, 
Pemenntahan Daerah Provins, dan Pemenntahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 4737), 

14 Peraturan Presrden Repubhk Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 
tentang Penetapan Pupuk Bersubsrdi sebaqar Barang Dalam 
Pengawasan, 

15 Peraturan Menten Pertarnan Repubhk Indonesia Nomor 
08/Permentan/SR 140/4/2007 tentang Syarat dan Tata Cara 
Pendaftaran Pupuk An-Organik, 

16 Peraturan Menten Pertarnan Republlk Indonesia Nomor 
40/Permentan/OT 140/4/2007 tentang Rekornendasi 
Pemupukan N. P dan K pada Padt Sawah Spesmk l.okasi, 

17 Peraturan Menten Perdangangan Nomor 07 /M- 
DAG/PER/2/2009 Tentang perubahan atas Peraturan Menten 
Perdagangan Repubhk Indonesia Nomor 12/M­ 
DAG/PER/6/2008 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk 
Bersubsrdi Untuk Sektor -P-ertantcrrr" , _. ,>-.: 

I I 



Pasa/ 1 
Dalam Peraturan iru yang drrnaksud dengan 

1 Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 

2 Pemenntah Daerah adalah Bupati Beserta Perangkat Daerah Otonom, lam sebaqai 
Badan Eksekutit Daerah, 

3 Bupati adalah Bupan TanJung Jabung Timur, 

4 Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Taruunq Jabung Timur, 

5 Pupuk adalah bahan krrnia atau orgarnsme yang berperan dalam penyediaan unsur 
hara bag1 keperluan tanaman ~~cara _@ngsu~g-~!~l! ~1dak langsung, 

. ' . 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG 
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) 
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 
ANGGARAN 2013 

SABI 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan 

18 Peraturan Menten Pertarnan Nomor 28/Permentan/ 
SR 130/5/2009 Tentang Pupuk Orgarnk, Pupuk Hayati dan 
Pembenahan Tanah 

19 Peraturan Menten Keuangan Nomor 120/PMK 02/2/2010 
Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perh1tungan, 
Pembayaran dan pertanggung Jawaban Subskn Pupuk 

20 Peraturan Menten Pertaman Repubhk Indonesia Nomor 
69/Permentan/SR.130/11 /2012 tentang Kebutuhan dan Harga 
Eceran T ert1ng91 (HET) Pupuk Bersubsrdi untuk Sektor 
Pertaman Tahun Anggaran 2013; 

21 Keputusan Menten Penndustrian dan Perdagangan Repubhk 
Indonesia Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan 
Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di 
Pasaran. 

22 Keputusan Menten Pertarnan Repubhk Indonesia Nomor 
09/Kpts!TP 260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara 
Pendaftaran Pupuk An-Orgarnk; 

23 Keputusan Menten Pertaman Repubhk Indonesia Nomor 
237/Kpts!TP 210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan 
Pengadaan. Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik, 

24 Keputusan Menten Pertarnan Repubhk Indonesia Nomor 
239/KptsrrP 210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk 
An-Orgamk, 

25 Keputusan Menten Pertarnan Nomor 456/Kpts/OT 160/7 /2006 
Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Penqkauan 
Keb1Jakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan. 

26 Peraturan Gubenur Jamb, Nomor 47 Tahun 2012 tentang 
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertingg1 (HET) Pupuk Bersuosidt 
untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, 

27 Keputusan Gubernur Jamb, Nomor 155 Tahun 2009 tentang 
Komis, Pengawas Pupuk dan Pestrsida Provins, Jambi 

28 Keputusan Gubernur Jamb, Nomor 342 Tahun 2011 tentang 
Korrusr Pengawas Pupuk dan Pestisida Provmsi Jambi 



6 Pupuk An-Organik adalah Pupuk hasu proses rekayasa secara kirrua, f1s1ka dan atau 
bioloqr, dan merupakan hasil mdustri atau pabrik pembuat Pupuk, 

7 Pupuk Orgarnk adalah Pupuk yang sebaqran besar atau seluruhnya terdm dari 
bahan organik yang berasal dan tanaman atau hewan yang telah melalui proses 
rekayasa, dalam bentuk padat atau car yang d1gunakan untuk rnensupiai bahan 
orgarnk, rnernperbaiki srtat ftstk, kurua dan b1olog1 tanah, 

8 Pemupukan berimbang adalah pembenan Pupuk bag, tanaman sesuai dengan 
status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produkntitas yang 
optimal dan berkelaruutan, 

9 Pupuk Bersubsrdr adalah Pupuk yang pengadaan dan penyalurannya drtataruaqakan 
dengan Harga Eceran Tert1ngg1 (HET) drtetapkan di Penyalur resrru d1 l.im IV, 

10 Harga Eceran Tertmgg1 (HET) adalah Harga Pupuk Bersubsrdi d1 urn IV (d1 K1os 
Penyalur Pupuk d1 Tingkat Desa/Kecamatan) yang di belt oleh Petani/Kelompok 
Tani yang d1 tetapkan oleh Menten Pertaman, 

11 Harga Pokok Penjualan ( HPP ) oleh PT. Pupuk Snwqaya, PT Petro K1m1a Gresik 
dengan Komponen Biaya sebagaimana d1 tetapkan oleh Menten Pertarnan, 

12 Subs1d1 Pupuk Adalah sehsih antara Harga Pokok Peruualan (HPP) d1kurangi Harga 
Eceran Tertingg1 dikahkan volume Penyaluran Pupuk, 

13 Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, 
hortikultura, perkebunan, huauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang, 

14 Petarn adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan 
untuk budidaya tanaman pangan atau hcrtikultura dengan luasan tertentu, 

15 Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan 
perkebunan dengan luasan tertentu. 

16 Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan 
untuk budidaya tanaman h1Jauan pakan ternak dengan luasan tertentu. 

17 Pembucrdaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang 
mengusahakan lahan rruhk sendm atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang, 

18 Produsen adalah Produsen Pupuk yang terdm dan PT Pupuk Sriwqaya, PT Petro 
Krm1a Gresik, PT Pupuk Kaltrm. PT Pupuk KuJang, PT Pupuk lskandar Muda Yang 
Memproduks1 Pupuk An-Orgarnk yaitu Pupuk Urea. SP-36, ZA, NPK dan Pupuk 
Orgarnk di dalam Negen, 

19 Penyalur d1 Luu Ill adalah Distributor sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri 
Perdagangan RI Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran 
Pupuk Bersubstdr untuk Sektor Pertarnan, 

20 Penyalur d1 Lim IV adalah Pengecer Resrru sesuai dengan Ketentuan Peraturan 
Menten Perdagangan RI Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan 
Penyaluran Pupuk Bersubsrdi untuk Sektor Pertarnan. 

21 Kelompok Tan, adalah kumpulan petarn yang mempunyai kesamaan kepentmgan 
dalam memanfaatkan sumberdaya pertaruan untuk bekeqa sama menmgkatkan 
produktmtas usaha tarn dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan 
usaha tarn secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan 
oleh Bupati atau peiabat yang duuniuk, 

22 Rencana Deftrutit Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah pertutunqan rencana 
kebutuhan Pupuk Bersubsrdi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal 
usaha tarn yang diusahakan petaru, pekebun, peternak. dan pembudidaya ikan dan 
udang serta anggota kelompok tarn dengan rekomendas, pemupukan benmbang 
soeslnk lokasr, 

23 Komis: Pengawas Pupuk dan Pestisrda adalah wadah koordmas, mstanst terkart 
dalam pengawasan Pupuk dan pest~ga ~ng dibentuk Bupati untuk t1ngkat 
Kabupaten; r· ·-·- -- 

t 

..... 



Pasal 4 

(1) Kekurangan alokasi kebutuhan Pupuk Bersubssn d1 wilayah Kecamatan dalam 
Kabupaten Taruunq Jabung Timur sebaqairnana drmaksud dalam Pasal 3, dapat 
drpenuhi melalur realokas: antar Kecamatan 

(2) Realokasr antar Kecamatan dalam Kabupaten TanJung Jabung Timur drtetapkan 
lebih lanjut oleh Bupati Tanjunq Jabung Timur 

(3) Realokasi sebagaimana d1maksud pada ayat (2), dapat dnaksanakan terlebrh 
dahulu atas dasar rekomendasi kepala SKPD yang memb1dang1, sambil menunggu 
penetapan oleh Bupatt guna rnemenuru kebutuhan petam dilapanqan 

(4) Apabua alokas: Pupuk Bersubsidi d1 suatu Kecamatan pada bulan berjalan ternyata 
tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubstdi dt 
wilayah bersangkutan dan alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan 
benkutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjanq tldak melarnpui 
alokasr 1 (satu) tahun ,-· 

! - . ~ ! 
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BABIII 
ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI 

Pasal3 

(1) Kebutuhan Pupuk Bersubsrdi d1h1tung sesua: dengan anjuran pemupukan 
benmbang spes1fik lokast dengan rnempertnnbanqkan usaha kebutuhan yang 
dianjurkan oleh Pemenntah Daerah serta alokasi anggaran subsidi Pupuk tahun 
2013 

(2) Alokasi Pupuk Bersubsid: seoaqaimana dunaksud pada ayat ( 1) dmnci lebih Ian Jut 
melalut Peraturan Bupau Tanjung Jabung Timur menurut kecamatan, jenis, jurnlah 
dan sebaran bulanan sepern tercantum pada lamptran peraturan iru 

(3) Dmas yang rnernbidanqi tanaman pangan, horukultura, peternakan, perkebunan 
dan budidaya rkan atau udang, wanb melaksanakan pembinaan kepada kelompok 
tarn untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan 
penyerapan Pupuk d1t1ngkat petaru 

(4) Alokas, Pupuk Bersubsrdi sebaqaimana dunakeud. pada ayat (3) agar 
mernperhaukan usulan yang drajukan petaru, pekebun, peternak, dan pembudidaya 
rkan atau udang berdasarkan Rencana Def1nltlf Kebutuhan Kelompok Tarn (RDKK) 
yang drsetujut oleh petugas tekrus dan direkomendasr oleh Kepala Dmas yang 
mernbidanqi 

(5) Dmas yang rnembidanqt Tanaman Panggan, Holtikultura, Peternakan, Perkebunan, 
dan Pembudidaya lkan dan Udang waj1b melaksanakan pembinaan kepada 
Kelompok Tam untuk menyusun RDKK 

Pasal2 

(1) Pupuk Bersubsrdi diperuntukkan bag, petaru, pekebun, peternak yang 
mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) Hektar senap musim tanam per 
keluarga petani kecuah pembudrdaya ikan atau udang seluas 1 (satu) hektar 

(2) Pupuk Bersubsrci sebaqaimana drrnaksud dalam ayat (1) trdak diperuntukkan bag, 
perusahaan tanaman pangan, hoitikultura, perkebunan, peternakan atau 
perusahaan perikanan budidaya 

BAB II 
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI 



--------·· -- -- -- -- -- -- 
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= Rp 1 800,- per Kg = Rp 1 400,- per Kg 
= Rp 2 000,- per Kg = Rp 2 300.- per Kg = Rp 500,- per Kg 

a Pupuk Urea 
b Pupuk ZA 
c Pupuk SP-36 
d Pupuk NPK 
e Pupuk Orgamk 

Pasal 8 
(1) Penyalur Lim IV yang d1tunJuk harus rnenjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga 

Eceran Tertingg1 (HET) 

(2) Harga Eceran Tertingg1 (HET) Pupuk Bersubsidi sebaqaimana dirnaksud pada ayat 
(1) drtetapkan sebaqai benkut · 

Pasal 7 
Kemasan Pupuk Bersubsrdi sebaqaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus 
oiben label tambahan berwarna merah yang bertuhskan 

" Pupuk Bersubs1d1 Pemenntah " mudah dibaca dan tidak mudah h1lang/terhapus 
Barang dalam Pengawasan 

Pasal 6 
(1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Penyaluran 

L1n1 IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menten Perdagangan tentang 
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertaman. 

(2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertaruan d1 Penyalur Lrm IV ke petarn 
atau kelompok tarn diatur sebaqai benkut · 

a Penyaluran Pupuk Bersubsun d1tingkat Penyalur Lim IV berdasarkan RDKK 
sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya, 

b Penyaluran Pupuk sebaqaimana drrnaksud huruf "a" mempertimbangkan jurntah 
Pupuk Bersubsidi yang telah dttetapkan dalam Peraturan Menten Pertarnan yang 
duabarkan dalam Peraturan Gubernur Jambi dan Peraturan Bupati TanJung 
Jabung Timur 

(3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsid. d1 Lim IV ke petarn atau kelompok 
tani sebaqarmana dimaksud pada ayat (2), Pemenntah Kabupaten TanJung Jabung 
Timur melakukan Pendataan RDKK. sebaqai dasar pernrnbanqan dalam 
mengalokasikan Pupuk Bersubsidi sesuai alokast yang ditetapkan dalam Peraturan 
Menten Pertaman 

(4) Opumahsasr pemanfaatan Pupuk Bersubsrdi drtinqkat petam/kelompok tan, 
dilakukan melalui pendampmqan penerapan pemupukan benmbang spesmk lokast 
oleh Penyuluh 

(5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi d1 Penyalur Lin, IV ke petam dilakukan 
oleh petugas pengawas yang d1tunJuk sebagai satu kesatuan dan Korrust Pengawas 
Pupuk dan Pesnsida (KP3) d1 Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

Pasal 5 

(1) Pupuk Bersubsrdi sebaqairnana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdm dan atas 
Pupuk an-orqaruk dan Pupuk orgamk yang drproouks: dan atau dradakan oleh 
Produsen 

(2) Produsen sebagannana dirnaksud pada ayat (1) untuk Kabupaten Taruunq Jabung 
Timur adalah PT Pupuk Snw1Jaya dan PT Petrokmua Gresik 

BAB IV 

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI 

' . 



" - n __ _.------: I 

.. "" -- l • ' 

\ : 

Pasal 13 

(1) Pengecer resm, yang menjual Pupuk Bersubsrdi t1dak sesua: peruntukan 
sebaqairnana dimaksuo dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sankst sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(2) Produsen yang tidak memasang label sebaga,mana dunaksud dalam Pasal 7 akan 
dibenkan teguran secara tertuhs 

BAB VI 

SANKSI 

Pasal 12 
(1) Kormsi Pengawas Pupuk dan Pestrsida Kabupaten Tanjung Jabung Timur waJib 

menyarnpatkan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubstd: d1 wilayah 
Kabupaten Taruunq Jabung Timur kepada Bupati TanJung Jabung Timur. 

(2) Bupatt Tanjung Jabung Timur rnenyarnpaikan laporan hasu pemantauan dan 
pengawasan Pupuk Bersubsrdi kepada Gubernur Jambi. 

Pasal 11 

(1) Komis, Pengawas Pupuk dan Pesnsida d1 Kabupaten TanJung Jabung Timur wajb 
melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan 
harga Pupuk Bersubsidt di Kabupaten TanJung Jabung Timur 

(2) Kormsi Pengawas Pupuk dan Pestrsrda Kabupaten TanJung Jabung Timur dalam 
melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh 

BAB V 

PENGAWASAN DAN PELAPORAN 

Pasal 10 
Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan 
penyaluran Pupuk Bersubsid: dan L1ni I sarnpai Lm1 IV sebaqairnana dratur dalam 
Peraturan Menten Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubs1d1 
untuk sektor pertaman 

Pasal 9 

(1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor dan penyalur 
di Lim IV waub meruarrun ketersediaan Pupuk Bersubsrd: saat dibutuhkan petani, 
pekebun, peternak, dan pernbudidaya rkan atau udang d1 wuayah tanggung 
jawabnya sesuai alckasi yang telah drtetapkan. 

(2) Untuk rneruarnm ketersediaan Pupuk sebaqairnana drmaksuo pada ayat (1) perlu 
duakukan fleksibihtas penyaluran yang drlaksanakan melahn koordmasi dengan 
Dinas hngkup pertaman 

(3) Harga Eceran Tert1ngg1 (HET) Pupuk Bersubstdi sebaga,mana dimaksudkan pada 
ayat (2) berlaku untuk pembellan oleh petaru, pekebun, peternak. pembudroaya ikan 
dan I atau udang d1 penyalur Uni IV secara tunai dalam kemasan sebaga, benkut 

a Pupuk Urea = 50 Kg, 
b Pupuk ZA = 50 Kg, 
c Pupuk SP-36 = 50 Kg, 
d Pupuk NPK = 50 Kg, atau 20 Kg, 
e Pupuk Orgamk = 40 Kg, atau 20 Kg, 



SERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

NOMOR $0 TAHUN 2012 

H. DARMINTO 
- 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 
I 

Otundangkan d: Muara Sabak 

Pada tanggal ( 9 OfSEl,Ml'.t'IL 2012 

ZUMI ZOLA ZULKIFLI 

~ BUPATI T:NJUNG JABUNG TIMUR 

Drtetapkan d1 Muara Sabak 
Pada tanggal 19 ot(~M~f-R 2012 

Pasal 14 

Peraturan Bupat1 TanJung Jabung Timur m1 mula, berlaku pada tanggal diundanqkan 
Agar setrap orang menqetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan Bupat: tru 
dengan penempatannya dalam Senta Daerah Kabupaten TanJung Jabung Timur 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

(3) Apabila teguran sebaqaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dunoahkan, produsen 
dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku 

(4) Pengecer resrm yang tidak rnenjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran 
Tertingg1 (HET) sebaqairnana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi 
sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku 

(5) Produsen, distributor dan pengecer resrm yang tidak menjarmn ketersedraan Pupuk 
Bersubs1di sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sankst sesuai 
peraturan perUndang-Undangan yang berlaku 



·---- - . ,-- • ! .. ' 

ZUMI ZOLA ZULKIFLI 

, 
~ BUPAT~ TANJUNG JABUNG TIMUR 

~ 

NO SUB SEKTOR UREA SP-36 ZA NPK ORGANIK 
----·- .... p ___ 

I 1 2 3 4 5 6 7 

1 Tanaman Pangan 3 025 600 1 490 400 176,460 3751,110 1 396,230 

2 Holtikultura 429,660 590 000 9.070 161 220 88,000 

3 Perkebunan 390,000 100 000 75,000 780.000 38,000 

4 Penkanan - - - - - 

5 Peternakan - - - - - 

JUMLAH 3.845,260 2.180,400 260,530 4.692,330 1.522,230 

Lampiran I · Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur 
Nomor SO 
Tanggal t9 Q~gf;l 2ol'Z. 

REKAPITULASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2013 
MENURUT SUB SEKTOR 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

I 
• 
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ZUMI ZOLA ZULKIFLI 

[ 

NO KECAMATAN UREA SP-36 ZA NPK ORGANIK 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Muara Sabak Timur 86,500 86,250 1,900 32,000 22,000 

2 Muara Sabak Barat 27,500 54,750 - 4,750 - 

3 Dendang 22,750 57,500 1,800 19,720 5,500 

4 Mendahara Ulu 38,750 42,750 - 2,500 - 
5 Berbak 36,580 77,000 1,000 30,000 27,500 

6 Rantau Rasau 61,080 76,000 1,570 21,500 11,000 

7 Geraqai 37,750 35,250 - 9,500 - 
8 Mend a hara 13,000 28,500 - 12,750 11,000 

9 Kuala Jamb, 12,250 21,000 1,600 4,500 - 

10 N1pah Panjanq 63,500 69,000 - 20,000 11,000 

11 I Sadu 30,000 42,000 1,200 4,000 - 
JUMLAH 429,660 590,000 9,070 161,220 88,000 

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2013 
SEKTOR HOL TIKUL TURA PER-KECAMATAN 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

t.arnprran Ill Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur 
Nomor 
Tanggal 

• , .• 



~ BUPATI T~NJUNG JABUNG Tl~UR 

~ 

ZUMI ZOLA ZULKIFLI 

. - ... 
NO KECAMATAN UREA SP-36 ZA NPK ORGANIK 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Muara Sabak Timur 15,501 6,070 8 160 25.233 - 

2 Muara Sabak Barat 8,680 3, 193 - 129.031 2,754 

3 Dendang 15,501 10,065 - 14,764 1,762 

4 Mendahara Ulu 23,251 39,367 52,920 279,626 - 

5 Berbak 31,002 2,227 - 77,848 2,754 

6 Rantau Rasau 70,684 '. 10,355 13,920 149.253 - 

7 Geraqai 35,342 10.814 - 80, 174 - 

8 Mendahara 31,002 8,467 - - 24,672 

9 Kuala Jambi 35,342 2,895 - - - 

10 Nrpah Paruanq 53,013 4,298 - 24,070 6,058 

11 Sai,u 70,684 2,249 - - - 
JUMLAH 390,000 100,000 75,000 780,000 38,000 

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2013 
SEKTOR PERKEBUNAN PER-KECAMATAN 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

Lamp,ran IV : Peraturan Bu pat, Tanjung Jabung Timur 
Nomor 
Tanggal 

• - . 



ZUMI ZOLA ZULKIFLI 
~- 

NO KECAMATAN UREA SP-36 ZA NPK ORGANIK 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Muara Sabak Timur 

2 Muara Sabak Barat 

I 
3 Dendang 

4 Mendahara Ulu 

5 Berbak -,~r l -Hr Ir l : 6 Rantau Rasau I I I 

7 Geraqat 

8 Mendahara 

9 Kuala Jarnbi 

10 N1pah Paruang 

11 ladu 

JUMLAH 

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2013 
SEKTOR PERI KANAN PER-KECAMAT AN 
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

Lampiran V Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur 
Nomor 
Tanggal 

• • 



ZUMI ZOLA ZULKIFLI 

NO KECAMATAN UREA SP-36 ZA NPK ORGANIK 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Muara Sabak Timur 

2 Muara Sabak Barat 

3 Dendang 

i 4 Mendahara Ulu 
I 

5 Berbak Nr t H' l l 6 Rantau Rasau ' I ! 

i 7 Geraga, 
! 

I 

8 Mendahara 

I 9 Kuala Jamb, 

10 Nipah Panjanq 

11 Sadu • JUMLAH 

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2013 
SEKTOR PETERNAKAN PER-KECAMATAN 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

Lampiran VI : Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur 
Nomor 
Tanggal 

-, • 


